
 

 

SKRIPSI 

 

KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI DI INDONESIA PADA TINDAK 

PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Guna  

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 
Oleh : 

 

MUHAMMAD SULTHAN SHADIQ ARRAYA 

2110112044 

 
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing : 

 

Delfina Gusman, S.H., M.H 

Ilhamdi Putra, S.H., M.H 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS ANDALAS  

PADANG 

2026 

 

No. Reg: 06/PK-V/1/2026 

 

 

 



 

 

KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI DI INDONESIA PADA TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG 

NARKOTIKA 

 

ABSTRAK 
Konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia pada tindak pidana narkotika merupakan topik yang 

sering diperdebatkan oleh para ahli hukum karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu 

hak untuk hidup. Tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai setiap perbuatan melanggar hukum 

yang berkaitan dengan narkotika, seperti penyalahgunaan, pengedaran, atau transaksi jual beli 

narkotika yang melanggar ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Skripsi ini mempunyai dua permasalahan, yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan 

hukuman mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Kedua, 

Bagaimana konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia pada tindak pidana narkotika berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan pidana mati bagi pelaku 

tindak pidana narkotika di Indonesia?. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode yuridis 

normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang didapat secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan 

pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, pengaturan hukuman mati di 

Indonesia pada tindak pidana narkotika ditandai dengan adanya Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan 

kepada pelaku yang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk 

digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum, Kedua, Pasal 6 ayat (2) International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 

dengan amar putusan yang menyatakan bahwa ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 

28I UUD 1945 tentang hak untuk hidup dan Pasal 6 ayat (2) International Convention on Civil and 

Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan pada 

“kejahatan paling serius (most serious crime)” dan dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia 

menginterpretasikan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kedalam “kejahatan paling serius (most 

serious crime)” karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korbannya, terutama berkaitan 

dengan kesehatan, kriminalitas, dan kemiskinan. Hal ini menjadi saran bagi Pemerintah Republik 

Indonesia agar lebih serius memberantas tindak pidana narkotika dan melakukan peninjauan hukum 

lebih dalam terhadap penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.  
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